Judul Produk Pelayanan	: Pelayanan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai dengan Pelayanan
Segera (Rush Handling) dengan Izin Kepala Kantor
Nomor KEP			: KEP-255/BC/2024
Nomor Produk			: 015

a.  Komponen  Standar  Pelayanan  yang  terkait  dengan  proses  penyampaian  pelayanan meliputi:
	No
	Komponen
	Uraian

	1
	Persyaratan Pelayanan
	1.  Permohonan pengeluaran barang impor untuk dipakai
dengan Pelayanan Segera (Rush Handling) dengan Izin
Kepala Kantor diajukan melalui SKP.
2.  Permohonan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling) dengan Izin Kepala Kantor paling sedikit memuat data:
a.  NPWP/KTP/Paspor/Identitas Lainnya importir;
b.  nama importir;
c.  alamat importir;
d.  invoice - nomor dan tanggal;
e. Bill of Lading/Airway Bill - House & Master/ Dokumen Pengangkutan Barang Lainnya – nomor dan tanggal;
f.	nomor, tanggal, pos, dan subpos dokumen inward manifest (BC 1.1);
g.  valuta;
h.  NDPBM:
i.   nilai barang – FOB;
j.   freight;
k.  insurance;
l.   Bea Masuk;
m. Cukai;
n.  Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
o.  Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM); dan p.  Pajak Penghasilan (PPh);
q.  pos Tarif/HS Code barang;
r.  uraian jenis barang, merk, tipe, spesifikasi wajib;
s.  negara asal barang;
t.  fasilitas (jenis, nomor, dan tanggal dokumen);
u.  persyaratan   larangan   atau   pembatasan   (jenis, nomor, dan tanggal dokumen);
v.  tarif dan fasilitas; w. tarif dan fasilitas; x.  berat bersih (Kg);
y.  jumlah/jenis Kemasan;
z.  nilai pabean;
aa. jumlah barang impor eksep; dan
bb.tanggal rencana kedatangan barang impor eksep
2. Permohonan dilampiri dokumen pelengkap pabean paling sedikit berupa:
a.  invoice;
b.  packing list;
c. airway bill/bill of lading/dokumen pengangkutan barang lainnya;
d.  dokumen persyaratan impor, dalam hal merupakan barang yang dibatasi impornya; dan/atau






	
	
	e.  keputusan  mengenai  pemberian  fasilitas  impor
terkait bea masuk, cukai, dan PDRI.
3.  Barang impor yang diberikan Pelayanan Segera (Rush Handling) harus memiliki karakteristik tertentu, seperti peka kondisi dan/atau peka waktu.
4.  Pelayanan Segera (Rush Handling) dengan Izin Kepala Kantor dapat diberikan untuk barang impor selain barang sebagai berikut:
a.  jenazah dan abu jenazah;
b.  organ tubuh manusia;
c.  barang yang dapat merusak lingkungan antara lain bahan yang mengandung radiasi;
d.  binatang hidup;
e.  tumbuhan hidup;
f.   surat kabar dan majalah yang peka waktu;
g.  dokumen (surat);
h.  uang kertas asing (banknotes); atau
i.	vaksin  atau  obat-obatan  untuk  manusia  yang bersifat	peka  waktu  dan/  atau  membutuhkan penanganan khusus
j.	tanaman potong segar, antara lain bunga, daun, dahan, atau bagian tanaman lainnya;
k.  ikan atau daging ikan, dalam kondisi segar atau dingin;
l.	daging, selain daging ikan, dalam kondisi segar atau dingin;
5.  Dalam hal barang terkena ketentuan lartas, importir wajib	memenuhi   ketentuan   perizinan   impor   dari instansi	teknis   terkait   pada   saat   menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean.
6.  Importir menyerahkan jaminan paling sedikit sebesar
Bea Masuk, Cukai dan PDRI yang terutang.
7.  Bentuk atau jenis jaminan berupa:
i.  jaminan tunai;
ii.  jaminan bank;
iii. jaminan dari perusahaan asuransi;
iv.  jaminan dari lembaga yang bertugas memberikan fasilitas pembiayaan ekspor nasional;
v. jaminan dari lembaga penjamin;
vi.  jaminan    perusahaan    (corporate    guarantee);
dan/atau
vii. jaminan tertulis.

	2.
	Sistem,  Mekanisme  dan
Prosedur
	1.  Importir mengajukan permohonan pengeluaran barang
dengan Pelayanan Segera (Rush Handling) dengan Izin Kepala Kantor kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melalui SKP.
2. Terhadap  permohonan  Pelayanan  Segera  (Rush Handling) dengan Izin Kepala Kantor yang diajukan importir,	Petugas Bea dan Cukai mengecek status pengajuan		dokumen   pada   SKP   atas   penelitian mandatory dan content check seperti pengecekan pemenuhan akses kepabeanan dalam hal importir merupakan		badan    usaha,    pemblokiran    akses






kepabeanan   terhadap   importir   dan   pemeriksaan kelengkapan data permohonan.
3. Terhadap   mandatory   dan   content   check   yang dilakukan:
a. dalam hal importir dan/atau data permohonan memenuhi mandatory dan content check, SKP meneruskan data permohonan untuk dilakukan penelitian	ketentuan      larangan      dan/atau pembatasan; atau
b. dalam hal importir dan/atau data permohonan tidak	memenuhi     mandatory     check,     SKP memberikan	respon        penolakan        dan mengembalikan permohonan kepada importir.
4.  SKP atau Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian pemenuhan	ketentuan       larangan       dan/atau pembatasan:
a.  Dalam hal barang impor tidak termasuk barang yang	dilarang   dan/atau   dibatasi   atau   telah memenuhi	ketentuan      larangan      dan/atau pembatasan,		SKP    memproses    lebih    lanjut permohonan Pelayanan Segera (Rush Handling);
b. barang impor termasuk barang yang dilarang dan/atau	dibatasi   dan   persyaratannya   belum dipenuhi, SKP menerbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan.
5.  Dalam hal Barang impor yang tidak termasuk barang yang dilarang dan/atau dibatasi atau telah memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan dilakukan penelitian data jenis barang impor oleh SKP, dalam hal jenis barang impor selain barang sebagai berikut:
a.  jenazah dan abu jenazah;
b.  organ tubuh manusia, antara lain ginjal, kornea mata, atau darah;
c.  barang yang dapat merusak lingkungan antara lain bahan yang mengandung radiasi;
d.  binatang hidup;
e.  tumbuhan hidup;
f.   surat kabar dan majalah yang peka waktu;
g.  dokumen (surat);
h.  uang kertas asing (banknotes);
i.	vaksin  atau  obat-obatan  untuk  manusia  yang bersifat	peka  waktu  dan/atau  membutuhkan penanganan khusus;
j.	tanaman potong segar, antara lain bunga, daun, dahan, atau bagian tanaman lainnya;
k.  ikan atau daging ikan, dalam kondisi segar atau dingin; atau
l.	daging, selain daging ikan, dalam kondisi segar atau dingin,
SKP meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai.
8.  Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian barang yang	diajukan    mendapatkan    pelayanan    segera, menerbitkan  Nota  Pemberitahuan  Persetujuan  atau



	
	
	Nota Penolakan Izin Pelayanan Segera (Rush Handling).
9.  Kemudian SKP:
a. Dalam  hal  diterbitkan  Nota  Pemberitahuan Persetujuan Izin Pelayanan Segera (Rush Handling), SKP	melanjutkan   pada   prosedur   penyerahan jaminan atau tidak wajib menyerahkan jaminan, kemudian penelitian lartas

b. Dalam   hal   diterbitkan   Nota   Pemberitahuan Penolakan Izin Pelayanan Segera (Rush Handling), SKP mengembalikan permohonan kepada importir.
10.Importir menyerahkan jaminan paling sedikit sebesar BM/cukai/PDRI yang terutang kepada Kantor Bea dan Cukai yang ditunjuk. Jaminan tidak wajib diserahkan dalam hal:
a.  Importir  yang  mendapatkan  pembebasan  BM, cukai dan PDRI yang menyebabkan tidak terdapat pembayaran atas bea masuk, cukai, dan PDRI;
b. barang  impor  berupa  jenazah,  abu  jenazah dan/atau	organ  tubuh,  dengan  pertimbangan kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk.
11.Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Bukti Penerimaan
Jaminan melalui SKP.
12.SKP menetapkan barang impor yang perlu dilakukan pemeriksaan fisik berdasarkan manajemen risiko.
a.  Dalam hal barang yang diajukan Pelayanan Segera (Rush Handling) ditetapkan untuk dilakukan pemeriksaan fisik, SKP menerbitkan:
i.  instruksi pemeriksaan fisik kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan fisik untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang; dan
ii. respon   pemberitahuan   pemeriksaan   fisik kepada importir berupa Nota Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik (NPPF), untuk kemudian menyiapkan barang impor untuk dilakukan pemeriksaan.
b.  Dalam hal barang yang diajukan Pelayanan Segera (Rush Handling) tidak ditetapkan untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan tidak terdapat catatan, SKP menerbitkan respon kesesuaian
13.Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan pemeriksaan fisik.
14.Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memeriksa kesesuaian antara Laporan Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan fisik dengan bukti Bukti Penerimaan Jaminan, dan memberikan persetujuan pengeluaran barang.

	3.
	Jangka                 Waktu
Penyelesaian
	Paling lama 5 (lima) jam terhitung sejak permohonan
diterima secara benar dan lengkap

	4.
	Biaya/tarif
	Tidak dipungut biaya

	5.
	Produk Pelayanan
	1.  Nota Pemberitahuan Persetujuan atau Nota Penolakan
Izin Pelayanan Segera (Rush Handling);






	
	
	2.  Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ);
3.  Nota Permintaan Permintaan Fisik (NPPF);
4.  Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); dan
5.  Respon Penolakan.

	6.
	Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan
	1.  Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan
secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id ;
2.  Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile  ke  (021)  4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230;
3. Menyampaikan  pengaduan,  saran,  dan  masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs  atau  melalui  saluran pengaduan masing-masing unit kerja



